PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1931 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

DI PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU

Skripsi
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperolefr Gelar Sarjana Hukum

(Nefr :

RIKA SESTI FOUZI
BP. 04 140 006

Program Kekhuosusan : HUKUM PIDANA

| 1 v
..II IL."-\ ____;_11
FAKULTAS HUKUM L
UNIVERSITAS ANDALAS =y
PADANG
2008

No. Reg. 2523/PK IV/2/08



PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
D PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU

RIKA BESTI FOUZL 04140008, Fakultas HukbumUNAND, Jumlah Hal 54.
Tahun 2008

ABSTRAK

Hukum acara pidina tidak saja memperhatikan hak-hak dari pelaku tindak
pidana sajatetapi juga hak orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh
suatu tindak pidana.Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara
pidana bertujuan untuk mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian
vang diderita korban sehingga akan dihemat waktn dan biaya perkara.Schingza
dapat dicapai makna asas  peradilan  yang sederhanacepat dan  biaya
ringan. Penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti kerugman diatur dalam
Pasal 98 sampal dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana Permasalaban  dalam  skripsi ini  adalah:bagaimana
pelaksansan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana
di Pengadilan Megeri Pekan Barukendala wvang ditemui dalam pelaksansan
penggabungan perkara pugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan
Megen Pekan Barupertimbangan hakim dalam menjatuhkan putsan  pant
kerugian yang digabungkan dalam perkara pidana.Penelitian ini bersifat deskniptif
dengan menggunaken metode pendekatan masalah yuridis sosiologis frocio legal
research) Pelaksanaan penggabungan perkara pugatan panti kerugian dalam
perkara pulana digjukan oleh pihak vang dirugikan atau pihak korban akibat dari
snatu tindak pidana dalam tenggang waktu sebelum Jaksa Penunmt Umum
mengajukan wnlulan pidananya atau sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana
apabila Jaksa Penuntut Umum tidak  hadir Kendala wvang ditemui  dalam
pelaksanaan penggabungan perkara pupatan gant kerugian dalam perkara pidana
di Pepgadilan Negeri Pekan Bamu diantaranya (a) kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang masalah penggabungan perkara pugatan ganti keregian dalam
perkara pidana, (b) pada umumnya antara pihak yang dirugikan atau pihak korban
dari suatu tindak pidana dengan si pelaku telah melakokan upaya pendamaian
dengan mengganti semua kerugan vang diderita korban (kerugian materdil), (c)
pertimbangan hakim mengenai tingkat ekonomi terdakowa yang digugat ganti
kerugian oleh penggugat atau korban, (d) pengeugat atan korban harus benar-
benar dapat membuktikan mengenai jumlab kerugian vang telah dideritanya, (&)
berkaitan kewenangan mengadili,Pertimbangan  bakim  dalam  menjatuhkan
putusan ganti kerugian yang digabungken dalam perkara pidana adalah: (a)
kewenangan untuk mengadill pugatan tersebut, (b) kebeparan dar pada dasar
pugatan.(c) hukum pengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak vang dirugikan
disamping hukum pidana yang dijatubkan kepada terdakwa serta biayva perkara
perdata vang bersangkutan.Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara
pidana hendaknya dapat dilaksanakan terhadap kerugian materl dan immateriil
secara bersamaan.Pelaksanaan  pumsannya dapat dilaksanakan terlebib dahulo
meskipun terdakwa melakukan upaya hubum sehingga korban segera mendapat
ganti kerugian serta hek korban dalam menempuh upaya hukum terhadap putusan
ganti kerugian lebih diperhatikan dema tercipta dan teraujudnya keadilan.



BABI

PENTIAHTLIIAN

A, Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana tidak saja memperhatikan hak-hak dari pelake Grdas
pidana {tersanpka'terdakwa) saja, telapi jupa memperhatikan hak dar pada si
korban atau orang vang menderila kerugion varg discbabkan olch sualu lindak
pidana, Dengan kata lain si korban juga perlu mendapat perhatan dan
perlindungan vang merupakan bagian dari hak asasi dari setiop manusia,

Perlindungan terhadap hak dari korban suate tindak pidana ini diberikan
denpan mempereepal proses untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya
vaitu dengan menggabungkan perkara pidananys dengan permohonan untuk
mendapatkan ganti kerugian, Gamti kerugian ini pads hakekatnya merupakan
suatu perkara perdata dan biasanya diajukan melalui gugatan secara perdata.
Denpan demikian akan dihemat wakis dan biaya perkara, yang mana karban
diberikan cara-cara vang mudab  untuk  mendapatkan ganti kerugian yang
dideritanya vaitn dengan cara menggebungkan perkara perdatanya kepads perkara
midananya.

Dalam kehidupan sehari-hari sering lerfadi suatu perbuatan yanrg dapat
menimbulkan kerugian bagi orang lain baik kerugian materil mavpun Kerdgian
immateriil, oleh sebab iw kepada =i pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sesua
dengan kesalshannya. Tuntutan panti Kerugian vang diberikan kepada korhan

suaty tindak pidana diator dalam Pasal 98 sampai denpan Pasal 101 Undang-



undang Nomor | Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sclanjutnya dischur

dengan Kitab Undesg-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). bukan tuntutan

panti rupi atas penangkapen, penzhanan dan dilaksanskannya tindakan-tindakan
lain vang tidak =ah oleh aparat penegak hukum, akan tetapi adalzh merupakan
tntutan panti kerugian secara materil,
Menurut M, Yahva llarabap, sujuan vang  paling  utama dalam

penggabungan gugatan panti kerugian ini adalah’ ;

1. Untuk menvederhanaken proses pemeriksaan dan pengajuan gugatin ganti

kerugian itu sendiri, schingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam

asas peraditan vang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Untuk segera memungkinkan orang yang dirugikan  mendapal gl
kerpgian tanpa melalyi prosedur dan proses gugatan perdata biasa seri
tidak diharuskan lebib dahuly menunegu putusan pidana, baru nanti orang
vang dirogikan mengajukan ganti kerugan herdasarkan gugatan perkara
higsa. Dengan demikian penggabungan pugatan ganti kerugian merupakan
jalan pintas vang dapat dimanfaatkan orang vang diregikan secarn secepal
mungkin mendapat gant kerugian.

Tuntutas ganti kerugian diberikan kepada korban dalam perkara pidana ini
diatur datam Pasa] 98 KUHAP vang menentukan bahwa

Avat (1) % jika suatu perbuatan vang menajadi dasar dakwaan di dalam

suaty pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian

bagi orang lais, make hakim ketus sidang atas permintaan orang tersebul dapal

' si Yahya Hacakap, 2006, Pembakoan  fermasalahan (i Poneramist
AR Pomeritenan Sidang Pegoditan. Banding, Kasasi dan Pedinfauan Kembali, Jakorie,
Sinwr Cirafika, hal &1,



menetapkan  penggabungan perkar gupatan panti kerugian kepada  perkara
pidiana”

ari penjelasan Pasel 98 avat (1) KUHADP terschut dapat dikelzhui bahwa
maksud pengaabungan perkara pupatan pada perkara pidana ini adelah supuyva
perkara gugatan tersebul pada swatu ketika vang sama diperiksa dan diputus
sekaligus dengan perkara pidane yang bersangkutan.Dari bunyi pasal tersebut
digtas dapat dilarik kesimpulan bahwa korban dapal mengpabungkan tuntutan
ganti  kerugian  dengan  perkara  pidananya dan panti kerugian  lersebut
dipertanggungjawabkan kepada si pelaku tindak pidasa tersebut. Jadi funtulan
ganti kerugian ini dimintakan erhadap semua macam perkara pidana yang dapat
menimbylkan kenegian materil bagi korban.

Penggabungan ini dimaksudkan unink mempercepat penyelesaian proses
suatu perkara schingga dihemat waktu dan bisya, Pengajusn tuntutan ganti
kerugian dari Korban tindak pidana dapat dilakukan dengan cara

|. Ganti rugi yang sifatnva perdata diberikan lewat prosedur perdata
2. Ganli rugl vang sifatnva perdata tetapi karena terialin dalam perkoars
pidana, maka diberikan prosedur pengpabungan vang mana ganti rugi

terschut dipertanpeungiawabkan kepada pelaku tindak pidana,

Ganti kerupisn vang  dialami korhan  yang  bersifat pendata dapat
digabungkan  dalam  perkara  pidana dan gasti Kerugian tersebut

dipertanpeungijawabkan kepada pelaku tindak pidana. Ganti kerugian dapat

* Pasal 48 Fitah Undzig-ondang Hukum Acane Pidons (KUHAT
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dimimtakan terhadap semus jenis perkam yang dapoat menimbulkan kerugian
muteriil dan immateriil, Namun vang depat dimintakon dalam pengpeabungan
perkara pugatan ganti kerugian dalam perkara pidana hanya ganti kerugian yang
bersifat materiil saja sedangkan panti kerugian vang bersifal immateril tidek
dapat diajuksn dalom pepggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam
perkara pidana tetapi dapal diajukan secara gugatan perdata hiasa.

Dalam kenyataan sehari-hari pengpabungan gugatan ganti kerugian dalam
perkara pidana ini sangat jarang tecjadi, dengan ani kata pihak korban dari tindak
pidana sama sckali tiduk mengajukan pugatan panti kerugion terhadap pelaku
tindak pidana. Berdasarkan hal tersebul di ams maka penulis tertarik uniuk
membahas mengenai “PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA
GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA  PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG

HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU™,



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hastl penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa

I. Pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti keragian dalam perkara
pidans di Pengadilan Negeri Pekan Baru dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan vang distur dalam Pasal 98 swnpai dengan Pasal 101 Undang-
undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Permintaan
pengpabungan perkars perkara pugatan ganti Kerugian dalam perkara
pidana dizjukan aleh pihak yang dirugikon aton pihak korbandari suatu
tingdak pidana vang dilakukan oleh si terdakwa. Permintaan penggabungan
perkara pidsna dan wntuan ganti kerogian ersebut digjokan  dalm
tenppang waktu sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan
pidananya atau sebelum hakim menjatuhkan petusan pidananya apabila
Jaksa Penuntt Umuom tidak hadir. Namun dalam prakieknya di Pengadilan
Negeri Pekan Baru, pihak yang dirogikas atau pihak korban cenderung
mengajukan tuntutan ganti kerugionnya pada saat pemeriksaan atat buke
Dalam supatan ganti kerugian penggugat ataw pihak korban blasanya
membuktikan gugatan ganti kerugiannya dengan alat bukty tulisan yang
berupa kwitansi-kwitansi seperti kwilansi pengoebatan, honor dokier dan
sehapainva, Permintagn penggabungsn perkara pidana dan tuntutan ganti

keruginn hanva dapat dilakukan terhadap kerupian nyata atan kerugian

ah
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materil saja, sedangkan pada kerugian immateriil harus diajukan melalui
sugatan perdala biasa, Dalam penggabunpan perkara gugatan ganti
kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekan Baru biasanya
hanya pada perkara kecelzhaan lalu limtas saja. Disamping ketentuan
hukum acara pidana, dalam penggabungan perkara pidana dan tuntulan
ganti kerugian jupa berlaku ketentuzn-ketentuan dalam hukum seard
perdata,

Dalam pelaksansan penggabungan perkara pugatan ganti Kerugian dalam
perkara pidana di Pengadilan Wegeri Pekan Bara tidak mengalami
hambatan atan kendada vang cukup solit, Dalam penggabunpan perkara
puzalan ganti kenigian dalam perkara pidana i Pengadilon Negeri Pekan
Baru  hakim telah memerikss dan memutus sesuan dengan Ketentuan
hukum geara pidana dan hukum acara perdata yang berlaka. Adapun
hambatan atau kendala vang ditemui dalam pelaksanaan pengpabungan
perkars gugatan ganti Kerugian dalam perkara pidana di Pengaulilan Negeri
FPekan Baru adataly @

a. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang masalah
penggabungan perkara popatan santi Kerugian dalam perkara
pidana, wang mana dalem pelaksanaannya kebanyakan hanya
dalam masalah ataw perkars kecelakaan lalu lintas saja. sedangkan
terhadap masalah atau perkam yang berhubunpan dengan tindak
pidana lainnya vang mengakibatkan  kerugion  materiil parang

diajukan korban.
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